PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR & TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

Mengingat

Bl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka mengsinkronisasikan struktur organisasi Sadan Narkotika Kota
dengan kelembagaan lingkup Pemerintah Kota Banjarbary den untuk menjamin
keterpaduan dalem penyusunan kebijaken dan pelsksanaan cporasional di bidang
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan persdaran palap narkotika,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 lentang Pskotropika (Lembaren Negera
Repubik Indonasia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesta Nomor 367 1)

Undang-Undang Nomar 22 Tahun 1837 tentang Nadmbka (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1957 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3698);

Undang-Undang Nomoe § Tahun 1899 tentang Pembaniukan Kotamadya Daerah
Tingkat | Banjarbar: [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republlk indonesta Nomee 3822);

Pemerintahan Dasrah (menmmmrmmm

88, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomar 10 Tehun 2004 lantang Pembeniukan Peraturan
Perurdang-Undangan (Lembaran Negara Rapublk Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negars Republik Indanesia Nomor 4339);

Peraturan Pemenintah Momee 58 Tahun 2005
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7. Peratufan Pemsrintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian Urusan
Pemerintzhan Antare  Pemerinta, Pemedntahan Daersh Provingl Dan
Pemerintahan Daeran Kabupsten/Kota (Lembaren Negara Republi Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk indonesta Nomor
4737);

8 Peratyran Pemenntah Nomor 41 Tehun 2007 tantang Organisasé Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lambaran Negars Repubilk Indonasta Namor 4741);

9. Peraluran Presiden Republix Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 lentang Badan
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10. Keputusan Bersams Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara, Mentari Dalam
Negeri dan Kepolisian Negara Republlk Indonesia selaku Ketua Badan Nasioal
Narkotika Nomor 040iskb/M.PAN/1272003, Nomor 127 Tahun 2003 Nomor
Q1/SKB/XIVBNN jentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotka Provinst dan
Badan Narkolika Kebupatan/Kota;

11, Peraturan Daersh Kota Banjarbary Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kuta Benjarbany;

Memperhatikan  : instruksi Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 fentang Penanggulangan,
Penyaiahgunzan Peredasn Gelap Narkotka, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktll

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NARKOTIKA
KOTA BANJARBARL.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbary Nomor 07 Tahun 2003 lentang Pembentukan Badan
Narkotika Kota Banjarbary (Berits Daerah Keta Banjarbary Tahun 2008 Nomey 7), diubah sebagai berikt ©

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dubah, ditambeh 1 (satu) ayat ba, disempumakan sehingga harus dbaca
sebagal berikut :

Pasal B
(1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Kata Banjarvary tendin dar:

a  Kewa Waid Walikata

b, Sekretaris merangkap Anggota . Kepala Pefaksana Harian Badan Narkolika Kota

¢ Anggota . Pimpinan Perangkat Daersh dan Pimpinan Mstanst Terkalt
sesual kebutuhan

[2) Susunan Qrganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusen Wallkota.
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merupakan bagian yang tidak tempisahkan dad Peraturan Walikota.









